
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ~902), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1Tahun2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor-fi, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 
pernbangunan, serta untuk tertib penatausahaan clan 
pengelolaan keuangan daerah diperlukan pedornan untuk 
melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah pada 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
201 7 khususnya terhadap penyelesaian pembayaran utang 
pada pihak ketiga yang menjadi tanggungjawab atau 
kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Rokan Hilir tentang penyelesaian pembayaran utang 
dimaksud; 

BUPATI ROKAN HILIR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENETAPAN PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PIHAK KETIGA 

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR 
NOMOR 2 } TAHUN 2017 

TENT ANG 

BUPATI ROKAN HILIR 
PROVINS! RIAU 

DELL
SALINAN



4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah · (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pernerintahan Republik Indonesia Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 



m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta organisasi perangkat daerah 

sebagai urisur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hilir. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD, adalah 
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 {satu) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut 
Musrenbang, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan daerah. 

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut TAPD, adalah 
tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris 
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
bupati dalam rangka penyusunan APBD. 

11. Badan Anggaran DPRD, yang selanjutnya disebut Banggar, adalah 
kelengkapan DPRD yang bertugas untuk meriyusun APBD. 

Pasal 1 
KETENTUAN UMUl,VI 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN 
UTANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 
PADA PIHAK KETIGA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



2. Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa 
yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar . 

1. Utang kepada Pihak Ketiga Merupakan kewajiban jangka pendek yaitu 
kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan 
setelah tanggal pelaporan. 

Pengakuan d engungkapan seluruh transaksi kewajiban yang menyebabkan 
timbulnya utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk 
perlakuan atas restrukturisasi ut~ng, adalah sebagai berikut: 

Pasal 2 
PENGAKUAN UTANG 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyirnpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SOPD. 

22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah 
dan/ a tau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, ·perjanjian, atau berdasarkan 
sebab lainnya yang sah. 

12. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, 
kepala daerah/wakil kepala daerah dan organisasi perangkat daerah. 

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah. 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD., 
adalah kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang 
selanjutnya disebut dengan kepala BPKAD, yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 

15. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

16. Pengguna Anggaran .adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang 
dipimpinnya. 

17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah . 

• H3. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. 

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat 
PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 



1. Utang Pihak Ketiga sesuai dengan pelaporan pada Neraca di Organisasi 
Perangkat Daerah dianggarkan pada Organisasi Perarigkat Daerah (OPD) 
yang Bersangkutan berdasarkan atas pengakuan hutang sebagaimana pada 

Penganggaran Utang sebagaimana pengakuan hutang pada Pasal 2 di
anggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Berkenaan dengan ketentuan : 

Pasal 3 
PENGANGGARAN UTANG 

11. Penetapan Utang Pihak Ketiga ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati 
Rokan Hilir yang memuat tentang Organisasi Perangkat Daerah 
penanggungjawab utang, Pekerjaan yang dilakukan, Penyedia barang dan 
jasa dan nilai utang yang di akui 

10. Klasifikasi dan jenis utang yang disajikan pada neraca harus sesuai dengan 
karakteristik masing-masing utang bersangkutan dan telah di verifikasi oleh 
Tim Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. 

9. Penyajian dan Pengungkapan Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya 
merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah 
barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan 
di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang 
kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK. 

8. Dalam hal utang pihak ketiga berupa kontraktor membangun fasilitas atau 
peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian 
dengan pemerintah, dan sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan terse but 
telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal 
pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak 
ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar. 

7. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran 
(terms of payment) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka 
waktu tertentu (misalkan 2/ 10, n/ 30) maka nilai utang kepada pihak ketiga 
ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan 
diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang 
ditetapkan. 

6. Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah 
terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesual kesepakatan atau 
perjanjian. 

5. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada 
saat sebagian/ seluruh fasilitas a tau peralatan terse but telah diselesaikan 
sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaarr/ serah 
terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 

4. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa 
diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. 

3. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara FOB (Free On 
Board) destination point (C&F}, utang diakui pada saat barang yang dibeli 
sudah diterima tetapi belum dibayar. 



3. Penerbitan SP2D oleb Kuasa Bendahara Umum Daerah dilakukan 
berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh masing 
masing Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

2. Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) sebagai dasar untuk Penerbitan 
SPM (Surat Perintah Membayar) oleh masing-masing OPD di dasari oleh 
Ketersediaan dana pada Kas Daerah yang di Peruntukkan untuk 
membayar utang pihak ketiga. 

1. Pembayaran Utang pihak Ketiga dilakukan sesuai dengan Penatausahaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan 
yang berlaku. 

Pasal 4 
PEMBAYARAN UTANG 

6. Pencantuman/Penganggaran Utang Pihak Ketiga sebagaimana pada point 3, 
4 dan 5 yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 
sebelumnya dan mengalami perubahan, penghapusan SKPD atau 
Penggabungan SKPD disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) pada Tahun Berkenaan yang didasari terhadap tugas dan fungsi yang 
melekat pada OPD tersebut. 

5. Pencantuman/Penganggaran Utang Pihak Ketiga Sebagaimana Pada Pasal 3 
point 3 dan 4 dianggarkan terlebih dahulu pada Perubahan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Berkenaan dengan diberitahukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hillir yang selanjutnya 
akan ditetapkan pada Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan 

4. Pencantuman/Penganggaran Utang Pihak Ketiga sebagaimana pada Pasal 3 
point 3 dianggarkan pada Perubahan APBD dengan Rincian Objek di Kode 
Rekening yaitu Penyelesaian Pembayaran Utang Pihak Ketiga. 

3. Pencantuman/Penganggaran Utang pihak Ketiga pada Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan ketentuan yang 
berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 

2. Besaran Utang pihak Ketiga pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
dianggarkan sesuai nilai utang di pelaporan Neraca. 

pasal 2 dan dinyatakan dengan surat pernyataan masing-masing Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 



BERITA D H KABUPATEN ROKAN HILIR 
TAHON 201 T NOMOR 

Diundangkan di Bagansiapiapi 
pada tanggal 2017 

SEKRETARIS DAERAFl 
KABUPA EN ROKAN HILIR, 

SUYATNO 

Dltetapkan di Bagansiapiapi 
pada tanggal  2017 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 

Pasal 5 
PENUTUP 

USER
Typewritten text
ttd

USER
Typewritten text
ttd

USER
Typewritten text
27

USER
Typewritten text
23 Maret

USER
Typewritten text
23 Maret


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)

